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1. LATAR BELAKANG

Perkembangan sosiologi hukum modern hingga saat ini masih dipengaruhi
secara kuat oleh warisan positivisme yang cenderung memperlakukan realitas sosial
melalui model observasi eksternal, klasifikasi formal, dan penyederhanaan atas
pengalaman manusia yang kompleks (Hammersley, 2021; Lagerspetz, 2025;
Rahardjo, 2026). Pendekatan positivistik dalam ilmu hukum memang memiliki
keunggulan pada kepastian analitis, pemetaan gejala hukum secara sistematis, serta
fokus pada fakta tekstual yang dapat diamati; meskipun demikian, literatur yang ada
lebih banyak menyoroti keterbatasannya daripada merinci keunggulan-keunggulan
tersebut (Lagerspetz, 2025; Namli, 2025).

Kritik utama terhadap positivisme berfokus pada kecenderungannya yang
memandang hukum sebagai sistem otonom dan tertutup. Hal ini berimplikasi pada
tersisihnya dimensi politik, moralitas, sejarah, lapisan sosial hukum, serta
pengalaman batin subjek dari ruang analisis (Lagerspetz, 2025; Rahardjo, 2026).
Pemisahan kaku antara fakta dan nilai (fact-value dichofomy) membuat hukum rentan
berhenti pada legalitas formal belaka dan gagal menjangkau keadilan substantif
(Namli, 2025; Rahardjo, 2026). Dalam horizon positivistik ini, hukum sekadar
dipahami sebagai susunan norma tertulis (law in books), sementara dimensi
pengalaman internal (internality), relasi kuasa, konteks historis, dan kerentanan
sosial subjek hukum (law in action) justru terpinggirkan dari pusat kajian (Ansems,
2022; Herman, 2026; Jenkins, 2024).

Guna melampaui keterbatasan tersebut, sosiologi hukum tidak boleh
dipandang sekadar sebagai pelengkap dogmatika hukum, melainkan harus
ditempatkan sebagai bidang interdisipliner-empiris dan medan pengetahuan mandiri
yang mengkaji hubungan timbal balik antara hukum, perilaku sosial, institusi, dan
lingkungan masyarakat (Ansems, 2022; Hydén, 2025; Rahardjo, 2026). Secara
epistemologis, sosiologi hukum berbeda secara mendasar dari dogmatika hukum:
dogmatika bekerja secara interpretatif-deduktif, sedangkan sosiologi hukum bergerak
secara induktif, eksploratif, dan bertumpu pada temuan-temuan empiris (Ansems,
2022; Hydén, 2025). Pergeseran menuju pendekatan humanistik dan sosio-legal ini
menuntut agar hukum dibaca sebagai pengalaman hidup yang sarat nilai, emosi, dan
relasi kekuasaan melalui integrasi hukum dan humaniora yang memprioritaskan
martabat manusia, suara kelompok marjinal, serta model hukum responsif
(responsive law) (Cotterrell, 2023; Hertogh, 2024).

Dalam konteks hukum pidana Indonesia, keterbatasan pendekatan legal-
positivistik tampak nyata ketika hukum berhadapan dengan fenomena pembunuhan
terhadap perempuan yang dipicu oleh ketimpangan relasi gender, atau yang dikenal
sebagai femisida (Refikal, 2024; Samadi, 2025). Secara ideal (das Sollen), hukum
pidana berfungsi memberikan perlindungan terhadap martabat manusia, menjamin
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keadilan substantif, serta merespons secara akurat berbagai bentuk kejahatan yang
berkembang di masyarakat (Kaharuddin, 2023; Rahardjo, 2026). Namun dalam
kenyataan empiris (das Sein), perundang-undangan pidana Indonesia—baik KUHP
lama maupun KUHP Baru (UU No. 1 Tahun 2023)—masih memperlakukan
pembunuhan terhadap perempuan secara netral gender (gender-neutral) (Refikal,
2024).

Pasal 458 dan Pasal 459 UU No. 1 Tahun 2023 memang memberikan
kategorisasi baru terhadap tindak pidana atas nyawa, tetapi kualifikasi yuridis
tersebut tetap menyerap femisida ke dalam pasal pembunuhan umum atau
pembunuhan berencana biasa (Cecchi, 2022; Refikal, 2024). Penyamaan
kategorisasi ini berakibat fatal secara akademis maupun praktis karena melemahkan
visibilitas kekhasan kekerasan berbasis gender dalam proses penamaan dan
pengenalan hukum (Pasinato, 2022). Hukum pidana positif gagal mengenali bahwa
pembunuhan terhadap perempuan bukanlah peristiwa hilangnya nyawa yang bersifat
insidental atau netral, melainkan puncak dari akumulasi kekerasan berbasis gender,
ketimpangan relasi kuasa, dominasi patriarki, serta kontrol represif (coercive control)
yang berlangsung secara sistematis dan berulang (Brunke, 2024; Refikal, 2024;
Samadi, 2025).

Ketika hukum positif hanya menyoroti perbuatan fisik lahiriah (actus reus) dan
kesengajaan umum (mens rea), hukum secara efektif membuang motif gender,
ketimpangan relasi kuasa, dan pola kekerasan terdahulu dari struktur
pertanggungjawaban pidana (Pasinato, 2022). Keterbatasan hukum positif dalam
merespons femisida ini dapat dibaca secara kritis melalui kerangka Sosiologi
Pengetahuan Karl Mannheim (Karl & Chanyshev, 2024; Hammersley, 2021).
Mannheim menegaskan bahwa pengetahuan sosial dan produk hukum tidak pernah
lahir dari ruang hampa, melainkan selalu terikat pada posisi sosial (Standort),
kepentingan, dan pergulatan ideologis para pelakunya (Karl & Chanyshev, 2024;
Stark, 2020). Hukum tidak dapat diperlakukan sebagai produk yang sepenuhnya
netral, sebab pembentukan maupun penerapannya selalu dipengaruhi oleh cara
negara, lembaga, dan kelompok dominan dalam mendefinisikan realitas,
penderitaan, dan ketertiban (Hammersley, 2021; Rahardjo, 2026).

Dalam kerangka berpikir tersebut, ketiadaan kategori "femisida" dalam hukum
positif Indonesia merupakan cerminan dari bias maskulin (male bias) dan bias
epistemologis pembentuk undang-undang (Pasinato, 2022; Refikal, 2024). Negara
mereproduksi pengetahuan hukum yang mengabaikan pengalaman kekerasan
spesifik yang dialami perempuan, sehingga penderitaan dan kerentanan struktural
korban tenggelam di balik abstraksi norma formal (Cecchi, 2022; Herman, 2026;
Pasinato, 2022). Oleh karena itu, diperlukan sebuah pengujian kritis atas konstruksi
hukum pidana nasional (Herman, 2026; Hydén, 2025; Rahardjo, 2026). Kebijakan
kriminalisasi dan pembaharuan hukum tidak boleh hanya didasarkan pada asumsi
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awal yang dangkal, melainkan harus merekonstruksi femisida sebagai kategori sosio-
yuridis spesifik yang mampu membedakan pembunuhan berbasis gender dari
pembunuhan umum (Pasinato, 2022; Samadi, 2025).

Atas dasar problematika pemikiran tersebut, penelitian ini difokuskan untuk
mengkaji sejauh mana konstruksi delik pembunuhan dalam UU No. 1 Tahun 2023
mampu mengidentifikasi dan menangkap karakter spesifik dari femisida,
menganalisis penempatan motif gender serta ketimpangan relasi kuasa dalam
kerangka pertanggungjawaban pidana nasional, dan merumuskan rekonstruksi
hukum pidana yang mampu meningkatkan visibilitas femisida demi mewujudkan
keadilan substantif bagi korban.

| 10

2. METODOLOGI

Untuk menganalisis fenomena femisida secara mendalam sekaligus
melampaui kaku-formalistiknya positivisme hukum, penelitian ini menggunakan jenis
penelitian hukum normatif-konseptual yang diintegrasikan dengan pendekatan sosio-
legal (socio-legal research) (Ansems & Van Den Bos, 2022; Herman et al., 2026).
Pendekatan sosio-legal dipilih karena hukum tidak diteliti sekadar sebagai susunan
teks normatif yang terisolasi (law in books), melainkan sebagai lembaga sosial yang
bekerja dan beroperasi dalam dinamika relasi kekuasaan, budaya gender, serta
struktur pengetahuan masyarakat (/aw in action) (Cotterrell, 2023; Hydén, 2025).

Penelitian ini mengombinasikan tiga pendekatan utama. Pertama, pendekatan
perundang-undangan (statute approach) digunakan untuk membedah konstruksi
delik tindak pidana terhadap nyawa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
(KUHP) lama (Pasal 338 dan Pasal 340) serta KUHP Baru/UU No. 1 Tahun 2023
(Pasal 458 dan Pasal 459). Kedua, pendekatan konseptual (conceptual approach)
diterapkan guna membangun pisau analisis berbasis Feminist Legal Theory,
Viktimologi Kritis, coercive control, serta Teori Sosiologi Pengetahuan Karl Mannheim
dan Responsive Law (Brunke, 2024; Karl & Chanyshev, 2024; Nonet & Selznick,
2007). Ketiga, pendekatan kasus (case approach) ditempuh melalui analisis
deskriptif-kritis atas sampel putusan pengadilan dan laporan dokumentasi resmi
Komnas Perempuan untuk mendeteksi penanganan motif gender pada tingkat
praksis peradilan (Pasinato & De Avila, 2022; Refikal, 2024).

Sumber data penelitian bertumpu pada data sekunder yang mencakup bahan
hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer terdiri atas
peraturan perundang-undangan nasional dan sampel putusan pengadilan.
Sementara itu, bahan hukum sekunder meliputi jurnal ilmiah sosio-legal terakreditasi,
buku teori sosiologi hukum, dan dokumen kebijakan publik terkait hak-hak
perempuan. Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka (/ibrary research)
secara mendalam dan terstruktur. Data yang terkumpul selanjutnya diolah
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menggunakan teknik analisis kualitatif-kritis melalui tahapan reduksi data,
dekonstruksi hermeneutik, serta analisis diskursif sosiologi pengetahuan
(Hammersley, 2021; Stark, 2020). Melalui kerangka analisis ini, teks hukum dibaca
tidak hanya dari makna harfiahnya, melainkan juga disingkap struktur makna, relasi
dominasi, dan bias epistemologis yang melatarbelakanginya. Pada akhirnya, analisis
ini mengarah pada perumusan sintesis konseptual berupa rekonstruksi hukum
pidana nasional guna memberikan visibilitas yuridis terhadap femisida demi
mewujudkan keadilan substantif bagi korban (Cecchi et al., 2022; Rahardjo, 2026).

| 11

3. PEMBAHASAN: HASIL DAN DISKUSI

A. Pemetaan Normatif dan Keterbatasan Kategorisasi Hukum Positif

Sistem hukum pidana positif Indonesia di bawah tradisi Civil Law
mengonstruksikan perlindungan terhadap hak atas hidup melalui kualifikasi delik
yang berorientasi pada kepastian bentuk normatif-formal. Ketentuan mengenai tindak
pidana terhadap nyawa yang terkandung dalam Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana (KUHP) Lama Pasal 338 dan Pasal 340, hingga perubahannya dalam KUHP
Baru (UU No. 1 Tahun 2023) Pasal 458 dan Pasal 459, menunjukkan dominasi corak
pembentukan hukum yang berkarakter gender-neutral (netral gender) (Refikal, 2024;
Samadi, 2025). Formulasi yuridis dalam pasal-pasal tersebut secara konsisten
menggunakan subjek hukum abstrak "barangsiapa" atau "setiap orang" dan objek
"orang lain". Abstraksi ini mengasumsikan adanya kesetaraan formal (formal
equality) di mana setiap aksi pembunuhan diperlakukan sebagai peristiwa hilangnya
nyawa yang netral, tanpa mempertimbangkan struktur relasi sosial, identitas kualitatif
subjek, maupun dinamika kekuasaan yang melatarbelakangi terjadinya tindak pidana
tersebut (Pasinato & De Avila, 2022).

Keterbatasan epistemologis dari kualifikasi formal ini berakibat pada
ketidakmampuan hukum positif dalam menangkap realitas femisida—yakni
pembunuhan terhadap perempuan yang dipicu oleh motif gender, kebencian,
dominasi patriarkal, dan kontrol represif (coercive control) (Brunke, 2024; Simic,
2026; Valerio, 2026). Dalam praktik penegakan hukum pidana (law in action),
peristiwa femisida secara sistematis diserap dan disederhanakan (flattening) ke
dalam kategori pembunuhan biasa atau pembunuhan berencana konvensional
(Cecchi et al., 2022). Pengintegrasian tanpa diferensiasi ini mengisolasi peristiwa
pembunuhan dari siklus kekerasan terdahulu, seperti kekerasan dalam rumah tangga
(KDRT), kekerasan seksual, intimidasi digital, hingga pelecehan yang berlangsung
secara kumulatif. Hukum positivistik hanya memfokuskan pembuktian pada
perbuatan fisik lahiriah (actus reus) dan kesengajaan instan (mens rea), namun
mengabaikan struktur makna serta relasi dominasi yang menjadi akar pendorong
tindakan pelaku (Pasinato & De Avila, 2022; Valerio, 2026).
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Kesenjangan antara kategori normatif (law in books) dan fenomena empiris
femisida di Indonesia dapat dipetakan secara terperinci untuk memperlihatkan

kelemahan konstruksi delik saat ini:

_ _ Formulasi Hukum
Dimensi Positif (Pasal 458 & 459

Analisis UU No. 1/2023) Fenomena Femisida = Pembaruan Hukum

Berbasis gender
Berkarakter netral gender (gender-based); Menghilangkan
(gender-blind); pembunuhan menyasar kerentanan  struktural
Kualifikasi memperlakukan pelaku perempuan secara korban
Subjek dan dan korban sebagai spesifik karena posisinya pertimbangan  yuridis
Objek individu anonim secara dalam struktur patriarki hakim dan tim penuntut
formal (Refikal, 2024).  (Pasinato & De Avila, umum.
2022).
. Dipicu  motif gender: Motif kecemburuan

Motif diisolasikan dari

Realitas Sosio-Yuridis Implikasi dan Dampak

unsur delik: hanya kepemilikan (sense of ekstrem sering
Konstruksi  menilai késengajaan ownership), . dlmqnlpula3| :
Motif kecemburuan  posesif, persidangan  sebagai
ot umum  (dolus) atau : :
: ._ penolakan otonomi, dan alasan pemeringan
Pidana perencanaan teknis " o0 .
(voorbedachte rade) objektifikasi (Brunke, hukuman  (crime
' 2024). passion).
Dipahami sebagai gﬂkir;?]?::in pukr:aclfekragz: Pengabaian pola
Pola insiden tunggal yang anian (escalatin kekerasan terdahulu
T terputus (discrete event) panjang gsebagai bukti kelanjutan
Peristiwa violence), KDRT, dan
Keiahat pada saat aksi fisik 7 ’ dan eskalasi ancaman
Jahatan o coercive control berulang .. .
pembunuhan terjadi. (Simic, 2026). tindak pidana.
- . .. Menciptakan
Hanya mencatat statistik Kasy S femisida intim, ketakberadaan
" femisida seksual, dan . . ..
_ umum pembunuhan femisida non-intim (invisibility) data
Sistem biasa" atau mendominasi  laporan femisida dalam
Pendataan "pembunuhan P merumuskan kebijakan

Komnas Perempuan
secara signifikan
(Refikal, 2024).

& Kebijakan berencana" dalam
administrasi peradilan.

kriminalisasi dan
pencegahan oleh
negara.

Kelemahan kategorisasi dalam hukum positif tersebut berujung pada
kegagalan penegakan hukum dalam memberikan keadilan substantif (Rahardjo,

| 12
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2026; Sukmana, 2023). Ketika penyidik, penuntut umum, dan hakim mereduksi kasus
pembunuhan perempuan menjadi sekadar tindak pidana atas nyawa biasa, hukum
pidana gagal menjalankan fungsi perlindungan terhadap martabat manusia dan
pengakuan atas penderitaan spesifik korban (Kaharuddin, 2023; Valerio, 2026).
Penyerapan femisida ke dalam konstruksi pembunuhan umum memperlihatkan
bahwa kepastian hukum yang ditawarkan oleh positivisme sekadar berhenti pada
kepastian bentuk (legalistic certainty), namun mengabaikan keadilan yang responsif
terhadap ketimpangan relasi kuasa di masyarakat (Nonet & Selznick, 2017,
Rahardjo, 2026).

| 13

B. Analisis Sosiologi Hukum dan Feminist Legal Theory
Dekonstruksi Bias Positivisme melalui Sosiologi Pengetahuan Karl Mannheim

Ketiadaan kategori yuridis "femisida" dalam Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana positif Indonesia bukan sekadar bentuk kecerobohan teknis pembuatan
undang-undang (legislative drafting), melainkan manifestasi dari bias epistemologis
yang mengakar dalam tradisi hukum positivistik (Refikal, 2024; Samadi, 2025).
Menggunakan kerangka Sosiologi Pengetahuan Karl Mannheim, dapat dipahami
bahwa seluruh bentuk pengetahuan, doktrin akademis, maupun kualifikasi hukum
tertulis (law in books) tidak pernah tercipta dari ruang hampa yang steril dan netral
(Chanyshev & Kuznetsova, 2024; Hammersley, 2021). Pengetahuan selalu bersifat
terikat pada posisi sosial (Seinsverbundenheit des Wissens), di mana cara suatu
kelompok atau lembaga mendefinisikan realitas, kejahatan, dan ketertiban sangat
ditentukan oleh posisi sosial, kepentingan, serta pandangan dunia (Weltanschauung)
kelompok yang mendominasi pembentukan pengetahuan tersebut (Stark, 2020).

Dalam lanskap hukum pidana Indonesia, positivisme hukum memperlakukan
norma sebagai sistem yang otonom, rasional, dan bebas nilai (value-free)
(Lagerspetz, 2025; Namli, 2025). Kualifikasi delik yang mengabstraksikan subjek
hukum menjadi kata netral "setiap orang" dalam Pasal 458 dan Pasal 459 UU No. 1
Tahun 2023 seolah-olah mencerminkan kesetaraan objektif. Namun, Sosiologi
Pengetahuan Mannheim menyingkap bahwa klaim netralitas tersebut sesungguhnya
merupakan bentuk ideologi yang menyembunyikan bias kelompok dominan—dalam
hal ini bias maskulin (male bias) (Hammersley, 2021; Pasinato & De Avila, 2022).
Ketika hukum mereduksi pembunuhan perempuan hanya sebagai peristiwa
hilangnya nyawa fisik secara umum, hukum sedang mereproduksi struktur
pengetahuan patriarkal yang enggan mengenali relasi dominasi dan subordinasi
gender sebagai bagian dari realitas kejahatan (Pasinato & De Avila, 2022; Refikal,
2024).

Melalui kacamata Mannheim, penolakan atau ketiadaan pengakuan atas
femisida dalam hukum positif menunjukkan bagaimana negara dan lembaga
peradilan mengontrol kategorisasi atas penderitaan subjek hukum (Cecchi et al.,
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2022; Rahardjo, 2026). Pengalaman batin, kerentanan struktural, serta akumulasi
kekerasan yang dialami perempuan sebelum dibunuh dipinggirkan dari pusat analisis
hukum karena tidak sesuai dengan skema klasifikasi formal positivisme (Ansems &
Van Den Bos, 2022; Herman et al., 2026). Hukum pidana positif membatasi dirinya
hanya pada perbuatan fisik lahiriah (external observed facts), namun buta terhadap
struktur makna dan ketimpangan kekuasaan yang menjadi akar pendorong terjadinya
pembunuhan tersebut (Brunke, 2024; Valerio, 2026). Dengan demikian, pemikiran
Mannheim memberikan pencerahan epistemologis bahwa pembaruan hukum pidana
harus diawali dengan mendekonstruksi bias pengetahuan pembentuk undang-
undang agar hukum mampu memberikan pengakuan (recognition) terhadap
kerentanan spesifik korban marjinal (Cotterrell, 2023; Hydén, 2025).

| 14

Menempatkan Relasi Kuasa dan Motif Gender dalam Pertanggungjawaban Pidana

Guna mengoreksi keterbatasan kaku doktrin positivistik tersebut, Feminist
Legal Theory (Teori Hukum Feminis) yang berpadu dengan Viktimologi Kritis
menyediakan landasan konseptual untuk merekonstruksi elemen
pertanggungjawaban pidana (criminal liability) (Faridha et al., 2026; Valerio, 2026).
Doktrin hukum pidana tradisional umumnya memisahkan motif kejahatan (motive)
dari kesengajaan (intent/mens rea), di mana motif hanya dipandang sebagai faktor
eksternal di luar unsur delik yang tidak wajib dibuktikan oleh penuntut umum (Brunke,
2024; Stramilov, 2025). Pemisahan ini berakibat fatal dalam kasus pembunuhan
perempuan, karena motif kebencian berbasis gender, persepsi kepemilikan (sense
of ownership), dan kecemburuan posesif kerap dianggap sekadar sebagai dinamika
emosi personal biasa (Pasinato & De Avila, 2022).

Feminist Legal Theory menolak pereduksian tersebut dengan menegaskan
bahwa femisida bukan sekadar aksi individual yang terisolasi, melainkan tindakan
penegakan hierarki gender secara ekstrem (Faridha et al., 2026; Tuliakov, 2025).
Sebagian besar kasus femisida intim mendasarkan perbuatannya pada coercive
control—suatu pola kontrol represif yang mencakup isolasi sosial, intimidasi,
manipulasi psikologis, pelecehan ekonomi, dan peramposan otonomi diri korban
(Hilton & Radatz, 2024; Johnson et al., 2017; Kaiser, 2026). Ketika perempuan
berupaya lepas dari kontrol represif tersebut (misalnya dengan meminta cerai,
memutuskan hubungan, atau menolak tunduk pada kehendak pelaku), pelaku
merespons dengan eskalasi kekerasan puncak berupa pembunuhan (Di Marco &
Evans, 2025; Vifias-Racionero et al., 2023).

Dalam kerangka Viktimologi Kritis, pembunuhan yang berakar pada motif
gender dan ketimpangan relasi kuasa memiliki derajat celaan sosial
(blameworthiness) dan tingkat bahaya masyarakat yang jauh lebih tinggi daripada
pembunuhan biasa (Gangoli, 2020; Stramilov, 2025). Pengabaian terhadap motif
gender dalam proses persidangan kerap dimanfaatkan oleh penasihat hukum pelaku
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untuk memohon keringanan sanksi dengan alasan pelaku bertindak di bawah
pengaruh emosi mendadak (crime of passion) (Brunke, 2024). Oleh karena itu,
Feminist Legal Theory menuntut agar ketimpangan relasi kuasa, motif gender, serta
riwayat kekerasan terdahulu ditarik secara tegas ke dalam struktur
pertanggungjawaban pidana sebagai elemen yang menentukan tingkat kesalahan
(culpability) pelaku serta faktor pemberat sanksi pidana yang mutlak (Faridha et al.,
2026; Nurlaila et al., 2026; Valerio, 2026).
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Rekonstruksi Hukum Sosio-Legal menuju Responsive Law (Arah Pembaruan & Novelty)

Arah pembaruan hukum pidana nasional dalam merespons femisida tidak
boleh berhenti pada kepastian formal, melainkan harus bergerak menuju paradigma
Responsive Law (Hukum Responsif) sebagaimana dirumuskan oleh Philippe Nonet
dan Philip Selznick (Nonet & Selznick, 2017; Sukmana, 2023). Hukum responsif
menolak kekakuan doktrin positivisme yang mengisolasi hukum dari dinamika
masyarakat. Sebaliknya, hukum responsif menuntut agar produk legislasi dan praktik
peradilan bersifat terbuka terhadap temuan ilmu sosial-empiris, peka terhadap
keadilan substantif, serta berorientasi pada perlindungan martabat manusia dan
pemulihan hak-hak korban marjinal (Asa et al., 2021; Kaharuddin, 2023; Rahardjo,
2026). Dalam konteks hukum pidana Indonesia, rekonstruksi sosio-legal atas
femisida sebagai kontribusi keterbaruan (novelty) penelitian ini dapat dirumuskan
melalui dua tingkatan strategi pembaruan, yaitu rekonstruksi normatif melalui jalur
reformasi legislatif dan rekonstruksi interpretatif melalui jalur penafsiran yudisial serta
penegakan hukum.

Pada tingkatan rekonstruksi normatif, pembaruan legislatif mewujud melalui
dua instrumen utama. Pertama, pengakuan kualifikasi mandiri (standalone offense)
dengan memasukkan konstruksi delik femisida secara eksplisit dalam undang-
undang sektoral—seperti pembaruan UU TPKS atau UU KDRT—yang
mendefinisikan femisida sebagai perbuatan menghilangkan nyawa perempuan yang
didasari oleh motif gender, objektifikasi, kekerasan seksual, atau kontrol represif
dengan sanksi pidana yang lebih berat daripada pembunuhan biasa (Nurlaila et al.,
2026; Pasinato & De Avila, 2022; Tuliakov, 2025). Kedua, penetapan klausul
pemberat pidana spesifik (aggravating factor) dengan mengamandemen ketentuan
umum KUHP Baru, yang mewajibkan penambahan sepertiga dari ancaman pidana
maksimal apabila pembunuhan dilakukan dalam kerangka relasi kuasa yang
timpang, riwayat KDRT, atau motif kebencian gender (Stramilov, 2025; Valerio,
2026).

Sementara itu, pada tingkatan rekonstruksi interpretatif, optimalisasi
penegakan hukum ditempuh melalui jalur penafsiran yudisial. Hal ini diawali dengan
pendayagunaan pedoman pemidanaan sebagaimana diatur dalam Pasal 54 UU No.
1 Tahun 2023, di mana hakim diwajibkan untuk mempertimbangkan riwayat
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kekerasan, sifat tindak pidana, serta penderitaan dan kondisi pribadi korban sebelum
menjatuhkan sanksi (Faridha et al., 2026; Rahardjo, 2026). Langkah ini diperkuat
melalui penerbitan pedoman mengadili perkara femisida oleh Mahkamah Agung
dalam bentuk Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) guna mengarusutamakan
perspektif sosio-legal, yang menginstruksikan hakim, jaksa, dan penyidik untuk
mendokumentasikan indikator kekerasan berbasis gender serta coercive control
dalam berkas dakwaan dan pertimbangan putusan (Faridha et al., 2026; Vifhas-
Racionero et al., 2023). Melalui rekonstruksi sosio-legal yang responsif ini, hukum
pidana Indonesia digeser dari sekadar alat penghukuman formal yang netral-statis
(gender-blind) menjadi instrumen keadilan yang mampu memberikan pengakuan
(recognition), pemulihan substantif (restorative justice), serta perlindungan nyata
terhadap martabat dan hak atas hidup perempuan (Nurlaila et al., 2026; Nonet &
Selznick, 2017; Rahardjo, 2026).
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4. SIMPULAN

Konstruksi delik pembunuhan dalam hukum pidana positif Indonesia,
khususnya Pasal 458 dan Pasal 459 UU No. 1 Tahun 2023, masih berkarakter netral
gender (gender-blind) dan berorientasi pada kepastian formal-statis. Formulasi yang
abstrak tersebut terbukti gagal mengidentifikasi serta menangkap karakter spesifik
femisida sebagai tindakan pembunuhan terhadap perempuan yang dipicu oleh motif
gender, objektifikasi, ketimpangan relasi kuasa, dan kontrol represif (coercive
control). Penyerapan femisida ke dalam kategori pembunuhan umum secara
sistematis mereduksi eskalasi kekerasan terdahulu dan mengisolasi peristiwa
kejahatan dari konteks sosial-strukturalnya. Ketiadaan kualifikasi yuridis "femisida"
dalam /aw in books merupakan cerminan nyata dari bias maskulin (male bias) serta
keterbatasan epistemologis positivisme hukum yang mereproduksi pengetahuan
netral-semu, sejalan dengan kritik Sosiologi Pengetahuan Karl Mannheim. Oleh
karena itu, Feminist Legal Theory dan Viktimologi Kritis menuntut agar motif gender
dan ketimpangan relasi kuasa ditarik secara tegas ke dalam struktur
pertanggungjawaban pidana (criminal liability) sebagai elemen yang menentukan
tingkat kesalahan (culpability) serta menjadi dasar pemberatan pemidanaan bagi
pelaku. Sebagai bentuk kontribusi pembaruan hukum, rekonstruksi sosio-legal
berbasis paradigma Responsive Law mendesak untuk dilakukan melalui dua
tingkatan; yakni rekonstruksi normatif-legislatif dengan mengkodifikasikan femisida
sebagai delik mandiri (standalone offense) atau menyisipkan klausul pemberat
pidana spesifik dalam undang-undang, serta rekonstruksi interpretatif-yudisial
dengan mendayagunakan Pedoman Pemidanaan Pasal 54 UU No. 1 Tahun 2023
dan menerbitkan pedoman mengadili perkara pembunuhan berbasis gender bagi
aparat penegak hukum demi mewujudkan keadilan substantif bagi korban.
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REKOMENDASI KEBIJAKAN

Arah pembaruan hukum dan kebijakan penanganan femisida di Indonesia
mendesak untuk ditindaklanjuti secara sinergis oleh tiga pemangku kepentingan
utama. Pertama, Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) perlu segera
melakukan pembaruan legislatif melalui pembentukan norma khusus atau
amandemen terhadap undang-undang sektoral, seperti UU TPKS atau UU
Penghapusan KDRT, guna mengakomodasi kualifikasi femisida secara eksplisit dan
menetapkan motif gender serta ketimpangan relasi kuasa sebagai alasan pemberat
pidana. Kedua, Mahkamah Agung bersama aparat penegak hukum (Polri dan
Kejaksaan) hendaknya menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) atau
Pedoman Mengadili Perkara Pembunuhan Berbasis Gender sebagai panduan
aplikatif bagi penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam menggali riwayat kekerasan
berulang, coercive control, serta ketimpangan relasi kuasa dalam persidangan
pidana. Ketiga, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
(KemenPPPA) yang berkolaborasi dengan Komnas Perempuan perlu membangun
sistem pendataan dan pemantauan nasional yang terintegrasi khusus untuk kasus-
kasus femisida di Indonesia, sehingga tersedia basis data empiris yang sahih bagi
perumusan kebijakan kriminal serta tindakan pencegahan kejahatan berbasis gender
secara berkelanjutan.
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